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ABSTRAK 

 

OTONOMI DAERAH ACEH 

Sejarah dan Latar Belakngnya: 1970-2005 

 

Zulfan Hadi (1507059). Skripsi Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. 

 Penelitian ini adalah mengenai Sejarah dan Latar Belakang daerah Aceh 

mendapatkan Otonomi Daerah dimulai dari tahun 1970-2005. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Sejarah dan Latar belakang Aceh dalam mendapatkan 

otonomi daerah serta upaya Pemerintah Inodnesia dalam mempertahankan 

Keutuhan NKRI seperti diketahui terdapat gerakan di Aceh sendiri, yang dikenal 

dengan GAM ingin mendirikan negara Aceh merdeka. Metodologi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi historis, Penelitian ini 

menghasilkan beberapa kesimpulan bahwasanya, Sejarah dan latar belakang 

otonomi daerah Aceh mengalami fase yang sangat panjang, dinamika yang dilalui 

sudah terjadi sejak zaman orde lama dimulai dengan peristiwa DII/TII hingga 

perlawanan Gerakan Aceh Merdeka, faktor kebijakan pemerintah menjadi alasan 

yang mendasar terjadinya banyak gejolak di Aceh, banyaknya ketimpangan antara 

daerah dan pusat dalam hal pembangunan serta semakin merajalelanya 

kemiskinan yang pada kenyataannya hasil pembangunan infrstruktur dan 

sebagainya Sebagian beasar berasal dari hasil bumi daerah. Pergolakan di Aceh 

hingga menghasilkan Otonomi daerah dilkukan oleh GAM, konflik yang 

berkepanjangan dengan pemerintah pusat memakan banyak korban, sehingga 

upaya perjanjian perdamaian dilakukan, atau juga lebih dikenal dengan Nota 

Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia. Perjanjian 

tersebut menghasilkan kesepakatn damai diantara kedua belah pihak dan salah 

satunya mengenai pemerintahan Aceh yang bersangkutan dengan otonomi daerah. 

Hal ini menjadikan Aceh berbeda dengan daerah di bagian Indonesai lainnya, 

dimana salah satunya terdapat Partai Lokal serta adanya Polisi Syariat Islam. 

  

 Kata Kunci: Otonomi Daerah, Aceh, GAM, MoU Helsinki, Pemerintahan 

Aceh. 
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ABSTRACT 

ACEH REGIONAL AUTONOMY 

History and Background: 1970-2005 

 

Zulfan Hadi (1507059). Undergraduate Thesis from Department of  

History Education, Faculty of Social Science Education, Indonesia University of 

Education 

 

 This research is about the history and background of the Aceh region to 

obtain regional autonomy starting from 1970-2005. This study aims to determine 

the history and background of Aceh in gaining regional autonomy and the efforts 

of the Indonesian Government in maintaining the integrity of the Republic of 

Indonesia as it is known that there is a movement in Aceh itself, known as GAM 

who wants to establish an independent Aceh state. The methodology used in this 

research is a historical methodology. This research has resulted in several 

conclusions that, the history and background of Aceh's regional autonomy 

experienced a very long phase, the dynamics that have been passed have occurred 

since the old order era, starting with the DII / TII incident to the rebellion of the 

Free Aceh Movement. Government policy factors are the underlying reasons for 

the many turmoil in Aceh, the large disparities between the regions and the central 

government in terms of development and the increasing poverty, which in fact is 

the result of infrastructure development and so on. Most of it comes from regional 

crops. The upheaval in Aceh that resulted in regional autonomy was carried out by 

GAM, the prolonged conflict with the central government took many victims, so 

that efforts to make a peace agreement, or also better known as the Memorandum 

of Understanding (MoU) were implemented in Helsinki, Finland. The agreement 

resulted in a peaceful agreement between the two parties and one of them was 

regarding the Aceh government concerned with regional autonomy. This makes 

Aceh different from other regions in Indonesia, where one of them is the Local 

Party and the Islamic Sharia Police. 

 

Keywords: Regional Autonomy, Aceh, GAM, MoU Helsinki, Aceh Government 
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